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PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx,

tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
XXXXX  XXXXxX, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari

2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

49/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu
tanggal 23 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir
1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 040/015/11/2020,
tanggal 24 Februari 2020;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama
selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan di rumah Pemohon di KABUPATEN
SINJAI,

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak,
bernama Tanisha Almahyra binti Sahabu, NIK: 7307076303210001, lahir di
Sinjai 23 Maret 2021, kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020, keadaan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, antara
Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang disebabkan karena Termohon bersifat pencemburu,
Termohon seringkali menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara
dengan wanita lain, selain itu Termohon sering marah dan kembali ke
rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada
akhir bulan April 2023, dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi
pertengkaran karena permasalahan yang sama, kemudian Termohon
kembali ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SINJAI, akhirnya
Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan)
bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan

dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama
Sinjai;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di
persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk
menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rokiah
Binti Mustaring, S.H.l. tanggal 21 Februari 2024, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana yang
tertuang dalam berita acara sidang sebagai berikut;

— Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3
(tiga) adalah benar;

— Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 (empat) adalah benar
bahwa awal cekcok terjadi bulan Juli 2020, dan benar bahwa Termohon
bersifat pencemburu dan sering menuduh Pemohon menjalin hubungan
dengan Wanita lain. Namun, Termohon membantah jika Termohon ke rumah
orangtua tanpa seizin Pemohon, karena jika kondisi Termohon lagi baik-baik
saja dengan Pemohon, Termohon selalu meminta izin terlebih dahulu
kepada Pemohon jika ingin pergi, tapi jika Termohon lagi marah, barulah
Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon jika ingin keluar rumabh;

— Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 5 (lima) adalah benar
bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan April 2023, dan

Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon hingga kini Termohon dan
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Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan)
bulan;

— Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 6 (enam) Termohon
menanggapi bahwa jika Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah
tangga ini, maka Termohon akan mengikuti apa yang menjadi keinginan
Pemohonl;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik
secara lisan pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam
berita acara sidang yang pada pokoknya bahwa Terkait Termohon yang izin
kepada Pemohon kurang tepat, karena Termohon pernah ke Morowali dan
selama 4 (empat) bulan disana Termohon tidak pernah berkabar maupun
meminta izin terlebih dahulu sebelum berangkat, serta keluarga Termohon juga
tidak menyampaikan informasi apapun kepada Pemohon selaku suami
Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang yang pada
pokoknya bahwa memang benar Termohon tidak meminta izin saat berangkat
ke Morowali, dan Termohon berada di Morowali selama 4 (empat) bulan untuk
bekerja karena sudah 3 (tiga) bulan Pemohon tidak memberikan nafkah,
sehingga Termohon kesulitan membiayai kehidupan anak Pemohon dan
Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

— Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/015/11/2020, Tanggal 24 Februari
2020, yang dikeluarkan oleh KUA Sinjai Tengah, XXXXXXXXX XXXXXX,
Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas
bukti surat tersebut, Termohon menyatakan bahwa bukti P. tersebut adalah

benar;
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Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Pemohon sebagai anak Pemohon dari istri pertama;

— Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 23 Februari 2020 di KUA Sinjai Tengah XXXXXXXXX XXXXXX
Provinsi Sulawesi Selatan;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXX
XXXXXXXX, Kecamatan Sinjai Borong, Xxxxxxxxx XXXxxXx;

— Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak, bernama Tanisha Almahyra binti Sahabu;

— Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang
sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus;

— Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
cekcok;

— Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena biasanya
masalah sepele misalnya masalah mobil Pemohon, selain itu Termohon
bersifat pencemburu dan seringkali menuduh Pemohon menjalin
hubungan asmara dengan wanita lain dikarenakan sifat Pemohon yang
ramah kepada semua orang;

— Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah sejak akhir bulan Maret 2023, dimana Termohon kembali
kerumah orang tuanya dan hingga kini tidak pernah bersatu kembali
selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;
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— Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;

— Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2020 di KUA Sinjai
Tengah Xxxxxxxxx Xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN SINJAI;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai seorang anak, bernama Tanisha Almahyra binti
Sahabu;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sekarang sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon
sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga
kini sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon
dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

— Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon disebabkan karena pemohon bekerja sebagai supir yang
memiliki banyak langganan sehingga Termohon seringkali cemburu dan
seringkali menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan
wanita lain, dan saat Termohon marah, ia selalu pergi membawa
barang-barangnya kembali ke rumah orang tuanya dan bahkan sampai
sebulan tidak kunjung pulang jika tidak dijemput oleh Pemohon;

— Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan
pada tanggal 21 Februari 2023 sebagimana yang tertuang dalam berita acara
sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal
21 Februari 2023 sebagimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 jis
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertangkaran disebabkan Termohon bersifat pencemburu dan seringkali
menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain akibatnya
sejak akhir bulan April 2023, dimana Termohon kembali kerumah orang tuanya

dan hingga kini tidak pernah bersatu kembali selama kurang lebih 9 (sembilan)
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bulan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah
tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam
jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian
yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa
Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2020,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari
2020 di KUA Sinjai Tengah Xxxxxxxxxx Xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
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karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun
telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon
seringkali cemburu dan seringkali menuduh Pemohon menjalin hubungan
asmara dengan wanita lain;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu%
hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi
dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon
dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan
sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin
bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar
sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
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dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana
yang dikehendaki dalam Al-Quran Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat
dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi:

A A LR | Gt
e et ok ealise o)
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri
selama istri masih dalam iddabh;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Sinjai;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1445 Hijriyah, oleh saya Kaharuddin,
S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Husni Suardi,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya

Termohon;

Hakim

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Husni Suardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
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6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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